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PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.Mpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir DESA, 21 Oktober 1976,

pendidikan  -,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal di Kp. III, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK  -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 Mei 1972,

agama Islam, pendidikan -,  pekerjaan Petani, bertempat

tinggal  di  RT  008,  RW  002,  Kp.  II,  Desa  DESA,

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Martapura,  Nomor

794/Pdt.G/2023/PA.Mpr,  tanggal  21  November  2023,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal 19 Februari 1989 di KUA KECAMATAN, Kabupaten Lampung

Utara, dengan wali nikah WALI (kakak kandung Penggugat), dengan mas

kawin  berupa  uang  sebesar  Rp5.000  (lima  ribu  rupiah),  sebagaimana

tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lampung

Utara, tertanggal 02 Januari 1990;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah  orang  tua  Tergugat,  Desa  DESA,  Kecamatan  KECAMATAN,

Kabupaten  Lampung  Utara,  selama  kurang  lebih  satu  bulan.  Kemudian

Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke orang tua Penggugat di Desa

DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan

berpisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

selayaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama

yang bernama ANAK 1 umur 33 tahun; anak kedua bernama ANAK 2, umur

31 tahun; dan Anak ketiga bernama ANAK 3, umur 24 tahun, yang saat ini

anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa,  Penggugat  dengan Tergugat  awal  mulanya telah  hidup rukun

dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun sejak tahun 1989

atau  baru  satu  tahun  pernikahan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  tidak harmonis lagi  dan sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan pada tahun 1989 sebelum anak lahir sering

terjadi  keributan  dan  Tergugat  sering  mengucapkan  talak/cerai,  ketika

terjadi  keributan,  Tergugat  sering  berkata  kasar,  Tergugat  tidak  bisa

menghormati  orang  tua  Penggugat  dan  sering  menghina  serta  berkata

kasar kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang

baik bagi istri  dan anaknya karena tidak mau beribadah terutama sholat,

dan Tergugat sering melakukan judi;

5. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat memuncak yang terjadi pada tahun 1990 yang disebabkan pada

saat itu Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak mengasih nafkah lagi

hingga sekarang;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah  tempat  tinggal,  dimana  Penggugat  sekarang  tinggal  di  rumah

orang  tua  Penggugat,  sedangkan  Tergugat  tinggal  di  rumah  saudara

Tergugat  bernama SAUDARA di  RT 008,  RW 002,  Kp.  II,  Desa  DESA,

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur. Sehingga sekarang telah

berjalan kurang lebih 32 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang
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Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  saling  perdulikan lagi  layaknya

suami istri;

7. Bahwa,  para  pihak  keluarga  Penggugat  dengan Tergugat  sudah

berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan

tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal  dan sulit  dipertahankan lagi  untuk berumah tangga sebagaimana

yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

perkawinan,  oleh  karena  itu  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk

bercerai pada Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di atas,  maka  Penggugat

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Martapura  memalui  Yth.  Majelis

Hakim  kiranya  dapat  memeriksa  dan  mengabulkan  perkara  ini,  selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan

Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan

hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  794/Pdt.G/2023/PA.Mpr,  tanggal  23  nOVEMBER 2023,  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya Tergugat  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,  Nomor

XXXXXXXXXX,  tanggal  02  Januari  1990,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Nama  SAKSI  1,  umur  33  tahun,  agam  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di  RT  09,  RW  03,  Desa  DESA,

Kecamatan  KECAMATAN,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

keponakan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami

istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga

orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan

Tergugat bertempat  tinggal  di  KECAMATAN,  Kabupaten  Lampung

Utara,  kemudian  pindah  ke  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa

DESA,  Kecamatan  KECAMATAN,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu

Timur, sampai dengan pisah;
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- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis,  namun sejak satu tahun pernikahan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  yang  disebabkan  Tergugat  sering  pergi  meninggalkan

rumah  dalam  waktu  yang  lama  dan  Tergugat  tidak  memberikan

nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi penah mendengar langsung Peggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

rumah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat  telah berupaya

untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  Pedagang,  tempat  tinggal  di  RT 09,  RW 03,  Desa  DESA,

Kecamatan  KECAMATAN,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

tetangga Penggugat;

- Bahwa  saksi  juga  kenal  dengan  Tergugat  sebagai  suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih dari

30 (tiga puluh) tahun;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga

orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  terakhir

tinggal  bersama  di  Desa  DESA,  Kecamatan  KECAMATAN,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan

Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering pergi  meninggalkan

Penggugat;
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- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Peggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

rumah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah

berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat   adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 23 November 2023, yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide  Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  pada  tahun

1989  sebelum  anak  lahir  sering  terjadi  keributan  dan  Tergugat  sering
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mengucapkan  talak/cerai,  ketika  terjadi  keributan,  Tergugat  sering  berkata

kasar,  Tergugat  tidak  bisa  menghormati  orang  tua  Penggugat  dan  sering

menghina serta berkata kasar kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak bisa

menjadi imam yang baik bagi istri  dan anaknya karena tidak mau beribadah

terutama sholat,  dan Tergugat sering melakukan judi.  Puncaknya Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  tahun  1990  sampai  dengan

diajukannya surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil

sebagai akta otentik,  oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.  Pasal 1870 KUH Perdata,

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang terikat

perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa saksi  1  (SAKSI  1)  dan saksi  2  (SAKSI  2)  telah

memenuhi syarat formil dan materil  sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

R.Bg  serta  Pasal  308  dan  309  R.Bg  sehingga  membuktikan  bahwa  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi

karena  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat yang sulit untuk didamaikan;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  tiga

orang anak;

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  berjalan

dengan  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  telah  perselisihan  dan
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat

tidak memberikan nafkah dan sering pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  rumah  sejak  lebih

kurang tiga tahun yang lalu;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk

merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara filosofis, perkawinan diartikan sebagai  ikatan lahir bathin

antara  seorang pria  dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan

tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa (vide  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan fakta yang terbukti

dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan tersebut;

2. Bahwa secara  sosiologis,  suatu  perkawinan yang di  dalamnya terjadi

keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh

rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan

suami  istri,  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan  kemudharatan  yang

berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan salah

satu indikasi bahwa antara suami istri terjadi perselisihan adalah keduanya

telah  berpisah  tempat  tinggal  tanpa  saling  menjalankan  kewajiban

sebagaimana  layaknya  suami  istri,  sedangkan  berdasarkan  fakta

persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun lamanya;

3. Bahwa  secara  psikologis,  ikatan  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat yang sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan

lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus,

dan  mempertahankan  keutuhan  sebuah  perkawinan  yang  telah  pecah

sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, hanya

akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan
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secara psikologis bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan

terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

4. Bahwa. unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak

semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, tetapi juga termasuk

kekejaman mental, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga tidak dapat dipahami terbatas dan secara kaku dalam bentuk fisik

seperti  percekcokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau

saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik

seperti  perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan

antara  kedua  belah  pihak  yang  mengakibatkan  hubungan  diantara

keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling

melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain, termasuk dalam

hal  ini  perbuatan saling  diam dan atau saling  mendiamkan.  Makna dari

unsur  terus  menerus  dalam perselisihan  dan  pertengkaran  pada  rumah

tangga  juga  tidak  harus  dipahami  secara  gramatikal  (etimologis)  yaitu

perselisihan  dan  pertengkaran  tiada  hentinya,  atau  berkesinambungan,

atau  tanpa  jeda  atau  berlangsung  sepanjang  waktu,  namun  disini

dimaksudkan  untuk  menunjukan  nilai  kualitas  dari  perselisihan  dan

pertengkaran  itu  sendiri  yang  melanda  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan

lagi  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  rumah  tangga,  sehingga  peluang

harapan  akan  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat

diwujudkan  lagi.   Dan  berpisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan

Tergugat  juga  merupakan  akibat  langsung  dari  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut,  artinya  pisah  tempat  tinggal  tersebut  termasuk

dalam ranah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan

di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan

Tergugat,  yaitu  dengan  memisahkan  diri  satu  sama lain,  dan  keduanya

tidak  lagi  berhubungan  suami  istri.  Dengan  demikian,  selama  keadaan

pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa

selama  itu  pula  masih  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa

secara yuridis, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam, yaitu antara suami istri  terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali dalam rumah tangga;

5. Bahwa relevan dengan perkara ini, yang diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang

diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya :  “Tidak  boleh  memudharatkan dan dimudharatkan,  barangsiapa
yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Bertolak dari  hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini,  maka

seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga

sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya,

karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  juga  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah,

Juz II, halaman 249:

Artinya:  “Jika  istri  menggugat  cerai  karena  suaminya  memadlorotkan
terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan
bila  madlorot  tersebut  telah  terbukti,  sedangkan  perdamaianpun  tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
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sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis,  tanggal  30  November  2023  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  16

Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Ari  Ferdinansyah, S.H.  dan M. Ja’far Shiddiq Sunariya,  S.H.  sebagai  Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Nur
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Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

TTD TTD

Ari Ferdinansyah, S.H. M. Ja’far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp 30.000,00
2. Pendaftaran : Rp 30.000,00
3. Proses : Rp 80.000,00
4. Panggilan : Rp 325.000,00
5. PBT : Rp 175.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
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